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Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Mantewe Dikabupaten 

Tanah Bumbu. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai 

peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian 

menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas- tugas umum 

pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota 

untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 

2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala 

pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah 

melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, karena hal ini merupakan salah satu 

kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik. Dari latar 

belakang diatas, Penulis menemukan masalah pokok diantaranya: Pertama, Bagaimana 

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Mantewe di Kabupaten Tanah 

Bumbu ?, Kedua, Apa Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat 

Mantewe di Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau survey, karena berorientsi pada 

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hiburan Umum di Kabupaten Tanah Bumbu. Tipe 

penelitain ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur-

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan 

individu secara holistik (utuh).Dari hasil penelitian Pembinaan oleh camat terhadap 

aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi 

pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Hal ini berdasarkan indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni; Perencanaan sudah dilakukan secara maksimal, 

Bimbingan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal, Pengarahan 

sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal, Pelatihan sudah 

dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal dan Pemberian Pedoman sudah 



dilakukan secara maksimal.Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Mantewe 

yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai serta 

kemamapuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya dan 

keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada 

kecamatan. 
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Rahayu Fostering Village Government Administration  By The Head Of The 

High Cliffs Of The Mantewe Island The sub-district government is a level of 

government that has an important role in the implementation of services to the community, 

this is what then makes the sub-district spearhead in the implementation of general 

government tasks as well as part of the autonomy affairs delegated by the Regent / Mayor 

to be implemented in the district area. Government Regulation Number. 17 of 2018 Article 

10 concerning Districts, the government assigns the camat as the head of government to 

provide guidance in the administration of village governance. One form of coaching that 

must be carried out by the sub-district government is to provide guidance for village 

government administrations, because this is one of the activities that support the 

implementation of good village governance. From the above background, the author finds 

the main problems including: First, How is the Development of Village Government 

Administration by the Head of Mantewe Sub-District in Mantewe Islands Regency? 

Second, What are the Barriers to Village Government Administration Development by 

Mantewe Sub- District Head in Mantewe Islands Regency. The type of research used in the 

writing of this research is empirical legal research or survey, because it is oriented to 

theevaluation of the implementation of public entertainment policies in the city of 

Pekanbaru. This type of research is qualitative research, where qualitative research is 

research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words 

from people and observable behavior that is directed at the setting and the individual 

holistically (intact). From the results of research, guidance by the camat of village 

government officials in a sub-district is needed to achieve orderly village government 

administration and an effective government system. This is based on the indicators used in 



this study, namely; Planning has been carried out optimally, guidance has been 

implemented. But it has not run optimally, the briefing has been carried out. But it hasn't 

run optimally yet,training has been carried out. However, it has not run optimally and 

Guidelines have been provided optimally. The obstacles faced by the Mantewe sub- district 

government are the inadequate human resources of the village apparatus and the abilities 

that are not in accordance with the expertise in their field of work and the delay of the 

village government in submitting accountability reports to the sub-district. 
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